
PERATURAN BUPATI MUSI RAqIAS

xorrron 8f TAHUN 2ore

TENTANG

TATA KEI.oIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEUNGI W C

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahE a unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Pemturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2O1a

teDtang Badan Layanan UrtruEr Daerah, pcrlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelol,a Badan

Iayanan Umum Daefah Pada Pusat Kes€hatan

Masyarakat Kelingi M Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tinglat Il dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Ijmbaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Iflbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tcntang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

L:mbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5587)

sebaaafumna telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang PerubalEn Kcdua Atss Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Icmbaran Negam Rspublik Indonesira Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :

3. Perahrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (l€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 1O5, Tambahan

IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Kesehata-n Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyaraks.t (B€rita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)i

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanafl Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (l€mbamn

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOI,A BADAN

I,AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KELINGI TV C KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas-

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati ada.lah Bupati Kabupaten Muai Rawas'

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan KabupaGn Musi Rawas'

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Kelingi IV C.

7. Unit Pelaksana Tekris Dinas yang selanjutnya

disingkat UPID adalah Unit Pelaksana Teloris Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas-

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah'

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah euatu tempat

yang digunakarr untuk menyelenggarakan upaya

peLayanan kesehatan, baik promotif, preventit kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukaa oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan trrrseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dart preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyaEkat yang setinggi-tingginya di

witayah kerjanya.

ll.Badal Iayanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikaa

pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan

barang dan/atau jasa yang dljual tanpa

mengutamakan mencari keultungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.
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12. PoLa Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-pralrtik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan prelayanan kepada masryarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasa! yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunorasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepal,a adalah Kepala Puskesmas Kelingi IV C.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yarg berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD ada.lah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Ke{a pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiata! dan/atau

serangkaian kegiatan peLayanan kesehatan l.ang
ditujukan untuk peningkatan, pencegaha-n,

penyembuhan penyakit, pengurangar penderitaan

akibat trrnyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.



20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatal untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegalr dan menalggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengal sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

2l.Pelayar:alr kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, waluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem-

22.Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatlan

aset dalam rangka memperoleh maflfaat ekonomis

l.ang dapat meningkatlan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

23.Teneqga kesehatan adalah setiap orang yatrg

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehat€rr ya-ng untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk meLakukan

upaya kesehatan.

24.PeJabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yaljg sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas yang menarnbah ekuitas dana lancar .lelrrn

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.



27.Biaya adalah scjumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memlrroleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD'

28. Rencana Bbnis darr Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

darr pengnnggaran tahunan yang berisi program,

kegatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

29. Dokumen Pel,aksanaan Anggaran BLUD yang

s€lanjutnya disinikat DPA-BLUD adalah dokumen

yang memuat pcndapatan dan biaya, Prryeksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

30. Rencana strategis Bisnis yang selanjutnya disinskat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat viai, misi, program strategis,

pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebliakan

operasional BLLTD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang sclanjutnya

disingkat SPM adalah spcsifkasi telnis tentang tolak

ukur layanan mininal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat,

32. Basis atrual ada.lsh basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

pelayanan terjadi, tanpe memperhatikar saat kas

atau setara kas ditcrima atau dibayar.

33. Praktik bisnis yang sehat adal,ah penyelenggaraan

frmg8i organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menqiemen yang baik dalam rangka pemberian

l,ayanan yang bermutu dan berkesinambungan-
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34. Satuan pengawas internal adaLah perangkat BLUD

yang bertugas melakukan pengawasan dan

pengendalian internal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial sekitarnya (social respottsib@l dalam

menyelenggaralan bisnis sehat.

35. Laporart keuangan konsolidasian adalah suatu

Laporan keuangan Jrang merupakan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan-

BAB II

TATA KEI.OI.A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesnas Kelingi M men:pakan Puskesmaa Rawat

Jalan yang terletak di Jalan Trans Maldala Desa

Campusari, Kecamatan Megalg Sakti, Kabupaten Musi
Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, Telp. Oa127973534,

email:puskesmaskelingiiv@grnail.com

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

Visi Puskesmas Kelingi IV C adalah;

"Menjadi Puskesmas Terbaik di Kabupaten Musi

Rawas".

Misi Puskesmas Kelingi IV C adalah:

a. mewujudkan pelayanan kesehatan yang

terjangkau bagi seluruh trapisan masyarakat;

b- mengoptimalkerr pengelolaan prasarana dan

sarana kesehatan termasuk sistem informasi

kesehatan;

(l)

(21
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c, mewujudkan pemberdayaart dan peraD serta

masyamkat di bidang kesehatan; darr

d. mcningkatkan kualitas keehatan masyarakat

wilayah kerja Rrskesmas Kelingi M.
(3) Nilai-nilai yang dianut oleh Puskesmas Kelingi IV

adalah:

a. profesionalisme;

b. kejujuran;

c. keadilarr;

d. keterbrrkaan;

e. kerjasama; dan

f. pelayaaanpelanggan.

(a) Prinsipprinsip Tata Kelola antara lain:

a- transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. independensi.

Baaian Kerif
Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Kelingi W C merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehat€n Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(1) Tujuan dari Puskesmas Kelingi IV C :

a. mewqiudkan masyamkat yang memiliki perilaku

sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehaq

b. mewujudkan masyarakat lrang mampu

menjangkau pelayanan kes€hatan bermutu;

c. mewqiudkan masyarakat yang hidup rlalan

lingkungan sehat dan



d. mewujudkan masyarakaat yang EelDiliki deqiat

keschatan optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan Ea!ryamkat.

(2) hrskesmas mempunyai tugEs melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kcrjanya ddart
rangka mendukung temujudnya kecamatan sehat.

(3) Dalam ,rel,aksanakan tugas s€bagaimana dimaksud

dalam ayat (2)r Puskesmas menlrclenggsrakan fungBi:

a, penlrelenggaraan UKM tingkat pcrtama di wilayah

kedanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tinSkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Fernerintah Daerah

Pasal 6

Peaerintah llabupaten Musi Rawas adalah pemifik

Puskeima8 Kelingi M.

Pasal 7

{1) Bupati sebagai pimpinan Femerintah Daerah memiliki

kcwajiban $ebagai berikut:

a. metrjaga Fclayanan Puskesmat agar mas)'arakat

tetap memiliki ak8e8 pada peliayanan kesehatan;

b. -uqi"g. kesinambungan pelayanan Puskesmas

sebagai bagian dati pelayanan umum;

c. mengembengkan ftrskesoas sesuai dengan

perlrcmbangan ilmu dan tekoologi;

d. melengkapi tenaga, ssrana dan paasarana

Puskesmaa dalam rangke meningkatkan mutu

pelayanan; dan

e, meLakukan dan pengawasan kepada

hrskesmas BLUD melalui Dinas Kesehatan.
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(1)

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungiawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalalan dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Peme rintah Kabupaten msmiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dall SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dsn Pejabat Struktual;
c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kine{a
Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku da.rt memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenaigan lain sesuai peraturan perundang-

undanga.n.

(21
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l2l

(3)

BAB UI

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 1O

(1) Organisasi Puskesmas Kelingi IV C terdiri:

a. kepala Puskesmas;

b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. penanggungiawab Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM);

d. penganggungjawab Upaya Kesehatan

Perseorangan (UKP); dan

e. penanggungiawab jaringan pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini-

Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga

Kesehatar dengan kriteria sebagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S1) dan

memiliki kompetensi manajeaen kesehatarr

masyarakat;

b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti peLatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskesmas merrencanakan dan mengusulkan

kebututran sumber daya Puskesmas kepada Dinas

Kesehatan I(abupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas,

kepegawaian, rrmah tangga, dan keuangan.

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan

membawahi;

(4)

(s)

(6)

il', iqt,
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a- pelayanan pmmosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bersilat UKM;

e. pelayanan pencegahan dan Srngendalian
penyakit; dan

f. pelayanankeperawatan kesehatanmasyarakat.

(8) Penanggungiawab UKM Pengembangan membawahi:

a. pelayalan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

c. pelayanan Kesehatan Ttadisional Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f, pelayanan Kesehatan l,ansia;

g. pel,a5ranan Kesehatan Kerja; dan

h, pelayanan Kesehatan Lainnya.

(9)Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, dan

Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umrrm;

b. peLayalan kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. peLal.anar gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bercifat UKP;

f. pelayanan persalinan;

g. peLayajrajt rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; darr

j. peLayanan rawatjalan.
(f0) Jaringan Pelayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawahi:

a. puskesrnas Pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan Desa; dan

d. jejaring fasilitas peLayanan kesehatan.
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(11) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertama darl upaya kes€hatan

perseorangan tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 11

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat Keuangaa; dan

c. pejabat Teknis (penganggunglawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 12

(U Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati

melalui kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertarggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

BaSian Keempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelol,a

Pasa.l 13

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan pcnelnpqtan

pejabat pengeloLa BLUD s€baaaimana dimaksud pada

pasal 12 ayat (1), ditetapl€n berdasarkan kompetensi

dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi dimaksud '{alarn ayat (1),

merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki

oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilatu yang diperlukan

dalam pelaksaaaan tugas dan jabatannya.



(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), merupakan kepentingan

BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan da,r

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

a. tenaga kesehatan Strata-l yang mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan,

dan diutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkaa usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

memenuld syarat administrasi kepegawaian darr

kualifikasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkaa pada hasil uji kelayakal dan

kepatutan (fr, and proper ,a,s).

e- masa ke{a di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidang kesehataa, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d- masa keda di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha

keuangan;

guna kemandirian

b.



f. cakap melakukan pcrbuatan hukuo dan tidak
pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailiq

g. memenuhi syarat adminitrasl kepegawaian dan

kualifrkasi jabatan; dan

h. diutamakan mempunyai latar belakang

pcndidikan paling rendah DO dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi

dan keadrninistrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi lriteria keahlian, integritaB,

kepemimpinan;

b- berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. mcmenuhi syarat administrasi kepegaraian dan

kualifikasi jabatan; dan

d. diutamalGn mempunyai latar bclakang

pendidikan paling rcndah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang tcknis yang Benjadi

tanggungiawabnya.

Bagian KElitEA

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 15

(l) Pemimpin BLUD bertalggungiawab trrhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

(2) Pejabat Keuangan BLt D bertanggungiatpab terhadap

treuanean BLt D.

(3) Pejabat Telrds BLUD bertanggrrngiawab tcrhadap

mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan pcningkatan

sumber daya lainnya-



Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pejabat pengelola mempunyai hak:

(1) Mendapatkan remunerasi sesuai dengal ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kemampuan

keuangan daeral;
(2) Mengelola sumberdaya sesuai dengan fleksibilitas

yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan

penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. men)'usun renstra bisnis BLUD;

mengevaluasi

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat telirris kepada kepala dacrah sesuai

ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuha-n

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan; darl

f. menyampaikan dan mempertsrggungjawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud

dal,am Pasal 11 ayat (b), mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. mengkoordinasikan penlausunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menyelenggarakar pengeloLaaa kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. men],usun kebijakan pengclolaan barang, aset

tetap, dan investasi;

)
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g. menyelengg.rrakan sistem informasi manajemen

keuangan; dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunal

laporan keuangal.

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0
ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatalr teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggrngiawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

BaAian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Fejabat Pengelola dan

Pegawai

Pasal 18

l^arangan pejabat pengeloLa dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a- melakukan tindaksn yang dapat luenurunkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

b. menyalahgunakanwewenang;

c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungal
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau merainjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak

sah;

e. melakukan kegiatan bcrsama dengan atasan, teman

s€jawat, teman kerja atau orang Lain di dalan
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang sec{rra langsung atau tidak langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

iFrl



f, melakukan suatu tifldakar atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani schiogga

mengakibatlon kerugian bagi yang dilayani;

g. menshalargi berjalarnya tugas kedinasan;

h. mencalonkan diri sebagai calon kepala

daerah/DPR/DPD/DPRD;

i. ikut Berta dalam kampaaye calon Presiden/Wakil

Presidea, DPR, DPD. atau DPRD;

j. memberi dukungan kepada calon Kcpala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat

dalam kegiatan kampanye-

Pasal 19

(1) Pejabat Fengelola Puslresmas BLUD diberhentikan

karena:

a. meninggal dunia;
b. bethalangan secara tetap selama 3 triga) bufan

berturut-turut;

c. tidak melaksanakan nrgaB dan kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kebuakan atau ketentuan-ketcntuan

lain yang t€lah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karcna alasan yang patuti

atau

f. terlibat dole'n suatu perbuatan yang melangar

hukum.
(2) Pemberhentian Pejabat Pengclola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur

lebih lsnjut dengan Peraturan Bupati.

i.;,.r,,.^;l
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BAB W

PENGEIOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan Puskesmas Kelingi IV C didasarkan

pada funSsi pelayanan yang meliputi Upaya K$€hatan

Masyaral€t (UKM), Upaya Ke8ehatan Perseorangan

(UKP), Jaringan Pelayanan Puskesrnas dan Jaringan

Fasyank* serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasa.l 2l

Fr:ngsi pendukung sebagaimana tersebut pada Pasal 2o

msliputi fungsi manqiemen puskesmas dan Satuan

Pengawas Intemal.

Pasal 22

(1) Tugas pokok Satuan Pengawas Intcmal:

a. mengawasi Grhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b. menilai pengendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

(2) Fungsi Satuafl Pengawas Internal adalah:

a. pelaksana pengawaEan terhadap segal,e kegiatan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimpangan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional.

(3) Satuan PengawaB Intcrnal dibentuk dan di tetapkan

dengan Keputusar I(epala Puskesmas;

{4) Satuan Fengawae Intemal berkedudukan dibawah

dan bertanggung javeab kepada Kepala Puekesmas;

{51 Satuan Pengawas Internal diangkat dan

diberhcntikan oleh Kepala Puskesmas.

fi t9



BAB V
PROSEDUR KER,JA

Pasal 23
(1) Prosedur kerja sctiap proses pengelolaan manajerial

dan pelayanan t€lah didokumentssikan dalam

Standar Qrcrding koe.&re (SOq. SOP

acuan bagi scluruh pcfugas di dalam melsksanakan

pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjasn merupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan mcrupakan suetu standar baku dalam

pmse8 bisnis Puakesmas sehingga pctal'anan kepada

seluruh pengguna dapat mencapai standar yang

diinginkan.

(2) Prm€dur Kerja sebagaimana dimaksud dafam pada

ayat (U tffcantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
ESEI,oMSASI

Pasal 24
(U EBelonisasi Pejabat Pengglola Puskesmas BLUD

disesuaikan denga$ ketc(rt an Peraqrr:an Perunda$g-

Undangan.

(21 JiI(a FeJhbat FengElola Pus&esmas BLUD sebagairnana

dimaksud dalam ayat (1) trcrasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak Srang menyangkut

tunjangan jabatan disesuatkan dengan ketentuan

Peratu.ran Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGEI'LAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25
(U Fengelolaan sumber daya marrusia sehagrirnene

dimaksud merupakan pengan-uan das kcbijaksn yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompcten untuk mendukung pencapaian

tujuan orgiarisasi secara efisien, efektif, dan

produktif.



(21

(3)

Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kes€hatan dan tenaga non kesehatan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan darr tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbangka-n jumlah pelayanan yang

diselenggarakan, jurnah penduduk dan

persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan ting&at pertama l,ainnya di wilayah kerja

dan pembagian wakfi.r kerja-

(4) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:

a. dolder atau dokter layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i. tenaga kefarmasian; da:r
j. perekam medik.

Tenaga non kesehatan ha.rus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,

sistem informasi, dan kegiatal operasional lain di
Puskesmas.

Tenaga kesehatan di Puskesmas hams bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar peLayanan, standar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhatikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentr.ran

Peraturan Perundang-Undangan.

(s)

(6)
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(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reward prunishm.en, sampai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

(1)

(21

(3)

(4)

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung

jawab dan tuntutan pro{esionalisme yang diperlukan.

Remr:nerasi sebagaimana dima-ksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjargan tetap, honoraJium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimala dimaksud dalam ayat (1),

untuk BlUD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usulan pemimpin BluD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas l(esehatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkaa faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (siznl dat jumlah aset yang dikeloLa

BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri

pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengal mempertimbangkan antara lain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

Eanfaat bagi Easyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 9Oolo (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

(5)
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(6) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalamal dan masa kerja (bosic inder);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(@rwtenc! idexli
c. risiko kerja (nlsk inde$;

d. tingkat kegawatdaruratan lenzrgencU indeli
e. jabatan yang disandang (positioz hde{; dat
f. hasil/capaian kimeqa Qrcrfonnone inde$.

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNs, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

peraturan perundang-undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dali
jabatannya memperoleh penghasilan setesar 5oo/o

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan terakhir yang berlalu sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

(71

(8)

(e)

(1)

(21

BAB Ix
STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL

Pas[27
Untuk menjamin keteraediaan, keterjangkauan, darr

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (U dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD;

dan



(s)

(3)

(4)

(8)

(e)

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas

pelayanan, pemerataan, dan kesetalaan Layanan serta

kemudahan untuk mendapa.tkan layanan.

Standar pelayanan minimal harus memenuhi

persyaratan;

a. fokus padajenis pelayarar;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimala dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatsn

peLayanan yarrg menunjang terwujudnya tugas dan

funesi BLUD.

Terukur sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemalfaatanrrya.

Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimaaa

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjarg tugas darr fungsi BLUD.

Tepat wakfir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupalan kesesuaian jadwal dan kegiatar

pelayanan yang telal ditetapkan.

BAB X

TARIF I,AYANAN

Pasal 28

(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

yarrg diberikan.

(6)

(71
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(3)

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil

perinvestasi dana.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi darta dal untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Tarif layanan sebagaimala dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis

trayanan BLUD yang bersangkutan.

Tarif layanan BluD-Puskesmas diusulkan oleh

pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Kesehatan-

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta

kompetisi yang sehat.

Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

(9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(1O) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan

perkembangal keadaan.

(4)

(s)

(6)
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(11) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada aJrat

(10), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun

perunit layanan.

(12) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1O) dan ayat (11), mempertimbangkan

kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli

masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BABxI
PENGEI-OI.AAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

PendaPatan

Pasal 29

(1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa l,ayanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-l,ain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Pendapatan BLUD ya-ng bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa Layanan yang

diberikan kepada masyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa

perotehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa'

dan usaha l,ainrrya yang mendukung tugas dan fr:ngsi

BLUD.



(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yalg berasal dari otorisasi kredit

angga.ran pemerintah kabupaten bul<an dari kegiatan

pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dal,am rangka pelaksalaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) BLUD dalam melaksanakan angga.ran dekonsentrasi

dar/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), proscs pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisal berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pctaksanasn APBN.

(8) l,ainJain pendapat€n BLUD yarg sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf t antara lain:

a. hasil pe'njualan kekayaan yang tidak terpisahlan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatar bunga;

e. keuntungar selisih niLai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

alcibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dart

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dima-ksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat s€bagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

l(
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(2\

(3)

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimal(sud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

ditaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lainJain pendapatan asli daerah

yang sah dengal obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dal biaya

non operasional.

Biava operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalarn rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam ralgka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan

pendukung pelayanan.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi.

Biaya pelayanan sebagaimaia dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungal langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4)

(s)
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(8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) hurul b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak berhubungal langsung

dengan kegiatan PelaYanan.

(9) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), terdid dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-

lain.

(1o) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya baralg dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-Lain.

(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain

(12) seluruh pengeluaran biaya BLUD ,rang bersumber

sebagaimana dimaksud daLam Pasal 26 ayat (a) huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yartg bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diLakukan

dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri

dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ);

h
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(20)

{2tl

l22l

Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran p€rsentase.

B€saran pcrsentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditennrkan dengan mempertimbangkan lluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

Beoa-ran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat PengeloLa Keuangan Daerah.

Persentase anbang batas tertentu sebsSaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhaa

yarg dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD men].usun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pemyataal visi, misi, program

stratagiE, pengukurafl pencapa.ian kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahrman BLUD-

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depal yang berisil€n cita dan citra yarrg ingin

diwujudkan.

Misi sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harue diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuar organisasi

dapat terlaksarta sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(3)

(4)

tA
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(3)

(4)

(s)

Renstra bisnis BLUD sebagaimala dimaksud pada

ayat (l), mencakup pemyataan visi, misi, program

stategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pencapaial lima tahunan dart proyeksi keualgan

lima tahunan BLUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depal yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yalg ada atau mungkin timbul.

(6)Pengukuran pencapaial kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukural yang

dilakukan dengan menggambarkal pencapaial hasil

kegiatal dengan disertai alalisis atas faktor-Iaktor

internal dan eksternal yang mempengaruhi

tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat l2), memuat rencara capaian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(a) Proyeksi keualgan lima tahunan sebaga.imala

dimaksud pada ayat (2]|, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimala dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penjrusr.uran

RBA darl evaluasi kinefa.

I 31
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(fO) BLUD men]rusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), disusun berdasarkan prinsip allgga1an berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akal diterima dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnYa.

(12) RBA merupakan penjabaral lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaal keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimalsud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun bedatan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraaa harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa Laporan keuangan;

i. perkiraan ma}u (forutard estimatQ;

j- rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. rinekasan p'endapatan dan biaya untuk

konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APtsD.

(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disertai

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan-

(15) Kinerja tahun berjala! sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor ya:rg mempengaruhi kinerja;

c, perbardingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. traporan keuangan tahun berjalan; dan



e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi makro darl mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inflasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palayanan.

(17) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncanakan.

(18) Anatisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (f3) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau

jasa pelayanan yang diberikan, seteLal

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan

volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraan ha-rga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat maJgin yang ditentukan

seperti tercermin dari tanil layanan.

(2o) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huuf f, merupa.kan rencala anggaran untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

-,t
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(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubaian angga.ran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan maj.u (forward estimatel sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakal guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penyrsunan

anggaran tahun berikutnya-

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huuf j, merupal<an rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

{26)Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l2l disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

F 101 ,



l2el RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimala

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk difiEngkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peratural Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA definitif.

RBA definitif sebagairoana dimaksud dalam ayat (32),

dipa}ai sebagai dasar penyrsunan DPA-BLUD untuk

diqjukar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelalsaaaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada Peraturan

Perundang-Undangan.

(30)

(31)

(321

(33)

(1)
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(4) Dalam hat DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimala dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk bela-nja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismatcn jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pedanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam pefanjian l<tneia (@ntrqcatal performane

ogreenent),

(1o) Dalam pedanjian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

(11) Perjanjia! kinefa sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk
meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kineda keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

r 36
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Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

(1) BLUD menerapkafl sisteE informasi maaajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis

lrang schat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelolia secara tertib-

(3) Penyelenggaraan akuntansi da.rl laporal keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

basis a&rual baik dalam pengakuan pendapatar,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem

skuntansi dengan berpedoman pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 34

(1) Lapomn keuartgan BLUD terdiri dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi keuaagan

mengenai aset, kewajiba-n, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan darr biaya BLUD seLama satu periode;

c. laporan arus kaa yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan aktiyitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saido akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasal naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam laporan keuangal.
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(3)

(4)

Ia.poran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD.

laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan-

setiap triwulan BlUD-Puskesmas menyusun dan

menyampaikan laporan operasional dal Laporal arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

Setiap semesteran dan tahunan BLuD-Puskesmas

wajib men5rusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatanr

atas Laporan keuangan disertai laporaa kinerja

kepada PPKD meLalui Kepala Dinas Kesehatan untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas

Kesohatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(6) Penyusunan laporan keuangan wbagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan

standar akuntansi pemerintah,

BAB)(II

PENGELOI,AAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 35

Sumber d.aya train adateh seluruh aset dan kegiatan

yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

operasional dan dikelola oleh Puskesmas.

Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

.38
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(1)

(3) Pengelolaan sumkr daya yang berupa alat keBehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

(4) Sistem pengelolaan sumber da5ra lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB)(III

PENGEI'I,AAN LINGKUNGAN

Pasal 36

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskeemas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui

penl rsunan UPL (Upa)'a Pengelolaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undalgan.

Pengelolaan limbah sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengawasan, dal pengendalian veldor.

PengeloLaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, Iisik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.

Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non

medis.

(5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 37

Pembinaan teknis Puskesmas dila.kulan oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

Pembinaan keuangan Puskeamas dilakukan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(21
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Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten.

(2) Pengawasan operasional dapat dilakukal oleh

Satuan Pengawas Intemal (SPI).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMLi\IAN KINER.,A

Pasal 39

Evaluasi dan penilaian Kinerja BluD-Puskesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupa.ti terhadap aspek

keuangan dal non keuangan.

Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana

ditetapkan dalam Rencara Strategis Bisnis (Renstra

Bisnis) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)'

BAE} XVI

KETENTUAN IAIN-I.AIN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai

ketentuart dan peraturan pelalsanaan untuk

melaksanakan pola tata kelola ini, yang meliputi

Peraturan Puskesmas, Peraturan tenta[g ketenagaan,

serta peraturan lain yang tidak dicantumkan dalam pola

tat€' kelola ini atas usulan Kepala Puskesmas.

..- 
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4l

Peraturan ini berLaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati iIIi dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Betiti
pada
BUPATI

6 t rWu"
RAWAS,

AWAN

20t9

Diundangkarr di Muara Beliti
padatanggal ( kPlctrtba 269
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERTTA DAERAH KABUeATEN MUsI RAwAS TAHUN zors xouon.ff

4l

PRISKODESI
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LAMPIRANtr : PERATURAN BT PATI MUSI RAWAS

NoMoR t 81 TAHUN 2019
TENTANG TATA KEIDLA BADAN

1AYANAN UMI.IM DAERAH PAI)A
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEUNGI TV C KABT'PATEN MUSI
RAWAS

PROSEDT'R KEzuA PUSKESMAS KELINGI IV C

SoP Pel,ayanan

A. SOP peda Upaya Kcsehatan Percrangan [UKP] Puskesmas

IclingiM
l. SOP Pclayanan Gawat Daruraq

a. SOP Fencrimaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasicn; dan

c. SOP FeEbalraran Pasien:

1) Tunai

2) Non Tunai

2. SOP Felayanan Rawat Jalan;

a- SoP Pencrimaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

1) Tunai

2) Non Tunai

3. SOP Persalinan;

4. SOP Felayanan Laboratorium Scderhana;

5. SOP Felayanan Farmasi;

6. SOP Pelayanan Gizi;

7. SOP Petayanan Paeicn Keluarga Mfukin;

8. SOP Pelayanan Rekam Medik;

9. SOP Pengelolaan Limbah;

lO. SOP Adminbtra8i dan Manajemen;

I 1 . SOP Pclaya:ran Ambulans dan Mobil Jenazah;

12. SOP Pemeliharaan;

13. SOP Fenccgahan dan Pengendalian Infeksi; dan

14. SOP Pelayanan Keamanan.
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B. SOP peda UPaya K$ehatan Masyaratat (UfM) Puskesnai

KelingiM
1. SOP Pelaryanan lGe€hatan Ibu Hornil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3. soP pelayanan Kesehatan Bal Baru tahir;

4. SOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. soP Felayanan lGschatan pada Ueia Pendidikan Dassr;

6. SOP Felayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

7. SOP Pelayanan K6ehatan pada Usia lrnjut;
8. SOP Pelayanan lGEehatan Fenderita HiPcrtcnei;

9. SOP Pelayanan Keschatan Fenderita Diabetes Melitus;

10. SOP Pelayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

fl.SoP Fetayanen Kcschatan Oreng dengan Tubcrkulosis (Its);

d.n
12. SOP Felayanan tGseh,atan Orang dengan Risi&o Terinfeksi HIV'

[. SOP Selain Pelayanan

A. SOP Pegasai

1. SOP Rekruitmen Fegawai;

2. SOP Pengembangan dcn Kompetens! dan

3. SOP Pembcrhentian Fegawai

B. SOP Sarana dan Presarana

l. SOP PenAadasn

2, SOP Pemeliharaan


